
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PEI.IYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA DAYAN GUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang a bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan
mengembalgkan perekonomial daerah, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya
Pemerintah Daerah dalarn menggali sumber
pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi
terhadap pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah
melakukan penambahan penyertaan modal pada
Perusahaan Umr.rm Daerah Air Minum Amerta Dayan
Gunung;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (l), ayat (21, ayat
(3) dan ayat (4) serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41
ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal 2l ayat (5) Peraturan
Pemerinta-h Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, maka Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten l.ombok Utara Pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan
Gunung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan
Gunung;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten t ombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terfiang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Keq'a
menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Ba,rang Milik Negara/ Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana tela-h diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peruba-han
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahut 2Ol4
tentang Pengelolaal Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lemba-ran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 terrtang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 503, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peratu ran Pemerintai Nomor 63 Tahun 2OL9
tentang Investasi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5a7l;

11. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(kmbaral Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2Ol8 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Uta-ra Nomor 69);

13. Peraturaa Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 22
Tahun 2O2O tentang Perusa,haan Umum Daerah
Amerta dayan Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 202O Nomor 22, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 95);

c



14. Peraturan Daerah Kabupaten l,ombok Utara Nomor 1

Tahun 2022 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 1O2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN LOMBOK UTARA
dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA DAYAN
GUNUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagran Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelalsanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati l,ombok Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung yang

selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
bergerak dalam bidang pelayanan air minum.

6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Amerta Dayal Gunung yang
bertanggung jawab atas pengunrsan Perumda Air Minum Amerta Dayan
Gunung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Amerta Dayan
Gunung serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung
yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada direksi
dalam menjalankan kegiatan pengumsan perusahaan umum Daerah.

8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang
dipisahkan pada Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung.

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau
uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal
dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
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12. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daeral dan
digunakan untk membayar seluruh pengeluaran daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lombok Utara.

14. Dividen adalah pembagran laba atau hasil yang dibayarkan kepada
pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda dimaksudkan untuk :

a. memperbaiki struktur permodalan Perumda;
b. meningkatkan kapasitas usaha Perumda;
c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda bertujuan untuk :

a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraaa masyarakat; dan
d. meningkatkan produktivitas, efesiensi dan efektivitas pemanfaatan uang

daerah dan kekayaan daerah.

BAB II
BENTUK DAN BESARI{YA PEI{YERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1)
(2)

(3)

(4)

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan pada Perumda.
Penyertaan modal pemerintah Daerah pada tahun 2023 berupa barang
milik daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (2)
adalah merupakan kekayan daerah yang dipisahkan.
Tata cara penyertaan modal berupa ba-rang milik daerah sebagaimala
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundaag-
undangan.

Pasal 5

(1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda sampai
dengan Tahun 2022 secara kumulatif sebesar Rp.39.375.000.000,- (tiga
puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan
rincian sebagai berikut :

a.
b.

Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.00O.000,- (satu milyar rupiah);
penambahan penyertaan modal pada Perubahan Anggaran Tahun 2013
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2074 sebesar Rp.a.O00.0O0.000,- (empat milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.0O0.000,- (dua milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2Ol7 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupia'h);
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000.00O,- (lima milyar rupiah);
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.000.000.00O,- (tujuh milyar rupiah);

c
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i. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rps.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
j. Tahun Angga-ran 2021 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
k. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus

tujuh puluh lima juta ruPah).
(2) Jumlah penyertaan modal daerah kepada Perumda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan tambahan penyertaan modal.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 6

Besarnya penyertaan modal da,lam bentuk baralg milik daerah pada Perumda
ditentukan berdasarkan kesepakatan anta-ra Bupati dengan DPRD.

Pasal 7

(1) Besamya penyerbaan modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah
milik daerah pada tahun 2023 dinilai dengan uang sebesar Rp3.269.830.000,-
(tiga miliar dua ratu s enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh
ribu rupiah) dengan rincian harga, luas dan lokasi sebagai berikut:
a. lokasi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung luas tanah 662 m2 (enam

ratus enam puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang sebesar
Rp 1. 120.840.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah);

b. lokasi di Desa Segara Katon Kecamatan Gangga luas tanah 1.172 m2
(seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang
sebesar Rp1.165.590.000,- (satu milyar seratus enzun puluh lima juta
lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

c. lokasi di Desa Kayangan Kecamatan Kayangan luas tanah 2.852 m2 (dua
ribu delapan ratu s lima puluh dua meter persegi) dinilai dengan uang
sebesar Rp9$.a00.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat
ratus ribu rupiah).

(21 Besaran penyertaan moda,l dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penyertaan modal dalam
rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahut 20L9
tentang Penyertaan Moda,l Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara.

BAB III
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh dividen dari laba usaha Perumda
yang be sarnya sesu ai dengan ketentu an peratu ran peru ndang-u ndangan.

(21 Pembagiar keuntungan dalam bentuk dividen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada Perumda.

(3) Besarnya laba ditetapkan oleh direksi setelah dikurangi dengan pajak.
(41 Dividen yang menjadi hak Pemerintah daerah diperoleh Perumda selama 1

(satu) tahun buku dan disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam
APBD untuk selanjutnya 5O% (lima puluh persen) dari dividen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dikemba,likan kepada Perumda sebagai
tambahan penyertaan moda,l Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah Daerah dapat mengembalikal seluruh dividen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk peningkatan kuantitas,
kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha
perintisan Perumda.
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Pasa-l 9

(1) Setelah penyertaan modal pada Perumda ditetapkan dalam bentuk
Peraturan Daerah, Bupati melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya mencantumkan :

a. identitas masing-masing pihak;
b. jenis dan nilai penyertaan modal daerah;
c. bidang usaha yang dijalankan;
d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
e. sanksi; darr
f. lain-lain hal yang dianggap perlu.

l2t

(3)

(4)

BAB V
PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN

PEI{YERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)

(2t

(3)

(41

Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya
penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan dengan dijual,
dihibahkan, atau dialihkarl kepada BUMD lainnya.
Penarikan seluruh modal penyertaan disebabkan karena Perumda tersebut
sudah tidak layat untuk beroperasi.
Penambahan, pengurangan dan Penarikan modal penyertaan ditetapkarr
dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(l) Perumda wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi
tahunal yang telai diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.

(21 Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi
tahunan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan
dengan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

(i) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka
Perumda wajib:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip:

1. transparansi;
2. kead,iLan;

c

(6) Pengembalian seluruh dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diajikan kepada pemerintah Daerah oleh Direksi Perumda atas persetujuan
Dewal Pengawas.

BAB TV

PER.IANJIAN PEI{YERTAAN MODAL



3. akuntabilitas; dan
4. responsibilitas.

b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya
manusia;

c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam
rangka melakukan persaingan usala yang sehat; dan

d. melakukal kery'asama yang strategis untuk meningkatkan kine{a dan
produktivitas usaha.

(2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perumda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam I
(satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(U Bupati membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kegiatart
pembinaan, monitoring, dan / ata'u pengawasan.

(21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkal di Tanjung
pada tanggal 37 Mei 2023

MBOK UTARA, IBUPA I

\

-4H. DJOHAN SJAMSU
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOKUTARATAHUN 2023 NOMOR2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2023

(

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENTYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMERTA DAYAN GUNUNG

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintai Daerah
memerlukan langkah darl upaya untuk menambah sumber pendapatan
daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan
pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomiaa daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu
diciptakar suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaa-n otonomi daeralr
yang nyata, dinamis dan bertalggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha
untuk menambah dan mengemba,ngkan sumber pendapatan asli daerah.
Salah satu upaya yang dapat dilakukal Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dal memupuk sumber
pendapatan daerai adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan
Usaha Milik Daerai (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan
strategis dalam menunjang pelaksanaar otonomi. Oleh karena itu, BUMD
perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan
ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kineq'a Perumda Air Minum Amerta
Dayan Gunung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai
pemilik Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung harus memberikan
bantuan finansial baik berupa uang maupun barang milik daerah, salah
satunya melalui penyertaan modal dan hal tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan daerah Kabupaten Lombnok Utara
Nomor 22 Tahun 2020. Pengeluaran Pemerintai Daerah yang dicatat sebagai
penyertaan moda-l dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan dalam pelalsanaan penyertaan modal ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang mekanisme penyertaan
modal tersebut. Penyertaan moda-l Pemerintah Daerah kepada Perumda Air
Minum Amerta Dayan Gunung dapat dilaksanal<an dan di anggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tenta.ng penyertaan modal daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Pasal Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Perjanjian dalam penyertaan modal harus juga memperhatikan
peraturan tentang kerja sama daerah.

Pasal 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a

Anglra 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan
pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya
serta transparansi mengenai semua hal yang penting
mengenai kinery'a perusahaal kepemilikan serta para
pemegang kepentingan yang diwujdkan antara lain
dengan mengembangkan sistim akutansi yang
berbasiskan st6ndar akutansi yang menjamin adanya
laboran keuangan dan pengungkapan yang berkualitas,
mengembangkan informasi teknologi dan sistem
manajemen informasi untuk menjamin adanya
pengukuran kineda yang memadai dan pengambilan
keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan
Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan
(enterprise risk manajemen) lrang memastikan bahwa
semua resiko yaIlg signifrkan telah diidentifikasi, diukur
dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas,
mengumumkan neraca laba/ rugi tahunan serta
mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

An€ka2
Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan
anta-ra lain dengan membuat peraturan koorporasi
yang melindungi kepentingan pemegang saham,
membuat pedoman prilaku perusahaan (arporate
onrludl dan kebijakan-kebijakaa yang melindungi
koorporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam,
menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dan Direksi, termasuk sistem renumerasi serta
mengedepankan desempatal yang sarna dalam
pengembangan karier (equd job oportunitgrt.

Angka 3
Yalg dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan
pelal<sanaan dari tanggung jawab manajemen melalui
pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan
kekuasaan (balane of pouef a-ntara direksi, pemegang
saham dan komisaris.
Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan anta-ra lain dengan
menyiapkan laporan keuangan (finnncial statementl pada

(.



waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite
audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi
pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan
dan merumuskan kembali peran dal fungsi internal
auditor sebagai pendukung pelaksanaaa tugas eksternal
auditor.

Angka 4
Yang dimaksud dengan responsibilitas ada,la-h merupakan
tanggung jawab koorporasi sebagai anggota masyarakat
yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran
bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis
dari adanya vr'ewenang, menyadari akan adanya
tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan
wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika
serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (21

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
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